
WALIKOTA MAGELANG 

PERA TURAN WALIKOTA MAGE LANG 

NOMOR 4 TAHUN 201Ji5 \ 

TENTANG 

TUNJANGAN PERUMAHAN WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA BAKTI TAHUN 2009-2014 

TAHUN ANGGARAN 2011 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MAGELANG, 

a. bahwa Pemerintah Kata Magelang sampai saat ini belum 

dapat menyediakan Rumah Jabatan bagi Wakil Ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Rumah Dinas bagi Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang masa bakti 

2009-2014; 

b. bahwa bagi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Magelang masa bakti 2009-2014 diberikan tunjangan 

perumahan berdasarkan hasil kajian dan perhitungan dengan 

berita acara nomor 012 I 31 / 100 / 2011 , tanggal 14 Januari 

2011 ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang 

Masa Bakti Tahun 2009-2014 Tahun Anggaran 2011 ; 

1. Undang-Undang Nomor 17 T ahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 
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2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 T ahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 

T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5043); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 T ahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

T ahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2007 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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Menetapkan 

7. Peraturan Presiden Nam or 1 T ahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 

Perundang-undangan; 

8. Peraturan Daerah Kata Magelang Namar 2 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Daerah Kata Magelang (Lembaran Daerah 

Kata Magelang Tahun 2008 Namor 2); 

9. Peraturan Daerah Kata Magelang Namar 1 Tahun 2005 

tentang Kedudukan Protakaler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kata Magelang Tahun 2005 Namor 2) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kata Magelang 

Namor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Dae rah Kata Magelang Nomar 1 T ahun 2005 tentang 

Kedudukan Protakaler dan Keuangan Pimpinan dan Anggata 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Magelang Tahun 2005 Namor 22); 

10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Pokok-pakok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3); 

11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kata Magelang Tahun 

2010 Nomor 8); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 T ahun 2007 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

PERA TURAN WALi KOT A TENT ANG TUNJANGAN 
PERUMAHAN WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA 
BAKTI TAHUN 2009-2014 TAHUN ANGGARAN 2011 . 
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Pasal 1 

Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang diberikan 
tunjangan perumahan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai 
tanggal 1 Januari 2011 

Pasal 2 

Besarnya tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Magelang adalah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan bagi 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang masing-masing Rp 
5.500.000,- (lirna juta lima ratus rtbu rupiah) per bulan. 

Pasa/3 

Pemberian tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Oaerah Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan 
dengan kemampuan keuangan daerah. 

Pasal 4 

Tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Magelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Magelang. 

Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 
ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Magelang. 

Diundangkan di Magelang 
Pada tanggal 17 Januari 2011 

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG 

ASISTEN HUBUNGAN MASYARAKA T, 
PERLENGKAPAN DAN UMU.M, 

A 
SERITA DAER 

tapkan di Magelang 
a tanggal 17 Januari 2011 

OT A MAGELANG, 

DITO; 
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.3. Pcm be rian Tunjang:rn Perumahan pada DPRD Kota Magelan g T idak ~csuai 

Staudarisasi Harga Tahun 2010 

Pemerintah Kota Magelang pada Tahun Anggaran 20 IO menganggarkan runjangan 

perumahan pada Pos DPRD sebesar Rp I .596.000.000,00 yang tel ah direalisasikan sebesar 

Rp I .098.200 .000,00 atau 60,80% dari anggaran. 

Hasi l Pemeriksaan atas Surat Pertanggungj awaban (S P J) 

Perumahan, menunjukkan bahwa pengeluaran tunjangan pernmahan 

Anggota dan Pimpinan DPRD (tidak termasuk Ketua DPRD). 

Belanja Tunjangan 

diberikan kepada 24 

Lebih lanjut diketahui berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 49 Tahun 

2009 tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Magelang Masa 

• Bhakt i 2009-20 I 4 Tahun Anggaran 20 I 0, tunjangan perumahan tel ah d ibayarkan sebesar 

Rp4 .000.000,00 untuk Wakil Ketua dan sebesar RpJ.500.000,00 untuk Anggota DPRD dalam 

bu Ian bu Ian Januari - September 20 I 0. 

Sedangkan untuk bu Ian Oktober - Desember 20 I 0, berdasarkan Peraturan Walikota 

Magelang Nomor 33 Tahun 20 IO tentang Perubahan Peraturan Walikota No mo r 49 Tahun 

2010 tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggo ta DPRD Kota Magelang Masa 

Bhakti 2009-2014 telah dibayarkan sebesar RpS.200 .000,00 untuk Wakil Ketua dan sebesar 

Rp4.700.000,00 untuk anggota DPRD atau sebagaimana terlampir sebagai berikut: 

Tabel 3.1 
Daftar Penerima TunjanganPerumahan DPRD Bulan Oktober-Desember 

No. Nama Jabatan Oktober November Desember 

(Rp) (Rp) (Rp) 

I HP Wakil Ketua 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 

2 TU, S.Sos Wakil Ketua 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 

3 TDMN, SE.MM. Ane.e.ota 4. 700.000,00 4.700.000,00 4. 700.000,00 

4 BP Ane.e.ota 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000.00 

5 JP/JMBU Ane.e.ota 4.700.000,00 

6 IS Ange.ota 4. 700.000,00 4.700.000,00 4. 700.000,00 

7 KA, ST Ange.ota 4. 700.000,00 4. 700.000,00 4. 700.000,00 

8 ES, SS Anl?.e.ota 4.700.000,00 4. 700.000,00 4.700.000,00 

9 APS, S.Sos. Anggota 4. 700.000,00 4. 700.000,00 4. 700.000,00 

IO Ors. ES, Msi Anggota 4.700.000,00 4. 700.000,00 4. 700.000,00 

11 HR Anggota 4. 700.000,00 4.700.000,00 4. 700.000,00 

12 Wly Anggota 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 

13 YI, SH An2e.ota 4. 700.000,00 4. 700.000,00 4. 700.000,00 

i-1 ' D!":>. i-!.~1. .~L 8.-l.. ' A.nge.ota -1.700.000,00 ~-700.000,00 .:. 700.000,QQ I 

15 Sdi Ane.2ota -1.700.000.00 4. 700.000,00 4. 700.000,00 
16 SP, SH Anggota 4.700.000,00 4. 700.000,00 4.700.000,00 

17 SD Ane.e.ota 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 

18 H. Sfd, SE Ane.e.ota 4. 700.000,00 4.700.000,00 4. 700.000,00 

19 ACP, Amd Anggota 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 

20 AM, SPd. Anggota 4.700.000,00 4. 700.000,00 4. 700.000,00 

21 H. H. ST Anee.ota 4. 700.000,00 4. 700.000,00 4.700.000,00 - ..,.., I _.\\J, : .-\n121201a 4. 700.000,00 4.700.000,00 4.700 000.00 --

I 
;· _., : Sr.1. BS, : .-\.."':CtC!-:J 4.700.000,00 4. 700.000,00 4. 700 000.UU 
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t 
LHP Keputuhan atas LK Pemennroh J:<, i<J .\fJ'.!..!ianl! T ·1 .!fi/(1 

24 I JS I .\nggot::i I -1 -00.000.00 4.700.000.00 
- ---,, Jurnlah - l-109. 100.000.00 I 109.100.000,00 ~ -~-----~--

Sumber Data. SPJ Sekretat,at DPRD 

4 700.000.00 I 
I 13.800.000.00 j 

Bcrdasarkan Penetapan Standari sas i Harga Tahun 20 l 0 yang diterbitkan Pemerintah 

Kota Magelang pada Romawi VI perihal Indeks Satuan Tertinggi Per - M 2 Bangunan Gedung, 

Bangunan Rumah Dinas clan Pagar Bangunan scrta Standar Luas Bangunan/Luas Tanah Rumah 

Dinas/Rumah Jabatan , angka 6.5. diatur Standar Luas Bangunan/Luas Tanah Rumah 

Dinas/Rumah Jabatan untuk: 

I) Rumah Jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal luas bangunan 300 M2 dan 

luas tanah 750 M2; 

2) Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal luas bangunan 250 M 1 dan 

luas tanah 500 M 1
; 

Dengan demikian sesuai rumus yang digunakan dalam Berita Acara penetapan 

perhitungan harga sewa rumah dinas kerua DPRD Kota Magelang Nomor 012/243.a/132/2009 
maka akan diperoleh besaran biaya sewa sebagai berikut: 
l) Standar Rumah Ketua DPRD (Lb=300 M2 dan Lt= 750 M2

) 

a. Sewa Rumah = 2,75% (Lb x Hs x Ns) x Fkb 
= 2,75% (300 x Rpl.000.000,00 x 60%) x 60% 
= Rp2.970.000,00 

Sewa I Tahun = 12 x Rp2.970.000,00 = Rp35.640.000,00 
b. Sewa Kelebihan Tanah = 2% x (Lt x Harga Tanah) 

= 2% x ( 450 M 2 x Rp 1.000.000,00) 
= Rp9.000.000,00; 

c. Sewa Perabot Rumah = Yariabel yang digunakan nilai dianggap sama 
= 2,75% x 60% x Rp64.500.000,00 
= Rp l.064 .250,00; 

Total sewa I tahun = Rp35.640.000,00 + Rp9.000.000,00 + Rp 1.064.250,00 
= Rp45. 704.250,00 

Sewa per bulan = Rp3.808.687,50. 
2) Standar Ru mah Wakil Ketua DPRD (Lb=250 M2 dan Lt= 500 M2

) 

a. Sewa Rumah = 2,75% (Lb x Hs x Ns) x Fkb 
= 2,75% (250 x Rp I .000.000,00 x 60%) x 60% 
= Rp2.475.000,00 

Sewa 1 Tahun = 12 x Rp2.475.000,00 = Rp29.700.000,00 
b. Sewa Kelebihan Tanah = 2% x (Lt x Harga Tanah) 

= 2% x (250 M 2 x Rp 1.000.000,00) 
= Rp5 .000.000,00; 

c. Sewa Pcrabot Rumah = Yariabel yang digunakan nilai dianggap sama 
= 2.75% x 60% x Rp64.500.000,00 

Total sewa I tahun 

Sew a per bu Ian 

= Rp i .064.250,00; 

= Rp29. 700.000,00 + Rp5.000.000,00 + Rp 1.064.250,00 
= Rp35.764.250,00 

= Rp2.980.354,17 
Dengan demikian sewa rumah dinas untuk Ketua DPRD per bulan sebesar 

RpJ.808.687,50 dan Wakil Ketua sebesar Rp2.980.354, 17. 
Jika tunjangan perumahan dibayarkan :::ecara m3k.sim3l sesu3i deng::rn besaran 

standar rumah maksimal untuk \Vakil Ketua DPRD h :111~ a sebesar Rp.3 808 68? .5 maka 

akan terjadi kelebihan sebesar Rp 1.391.3 I 2,50 ( Rp5 .200.000,00 - RpJ.808.687,50) ,4 
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sedangkan Anggota DPRD te~jadi kelebihan sebesar Rp891.3 I 2.50 (Rp-+ .700.000.00 -

RpJ.808.687.50) atau sebagaimana terlampir. 

Kondisi te rsebut tidak sesuai dengan: 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 pcrubahan Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 2004 pasal 20 ayat : 
(I) dalam ha! Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rurnah jabatan pimpinan 

dan rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan 

perumahan; 
(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) yang diberikan 

dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mu lai tanggal 

pengucapan sumpah/janji ; 
(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus 

memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga 

setempat yang berlaku; 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besamya tunjangan perumahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 dinyatakan pada ayat: 
(I) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat terhadap peraturan perundang­

undangan, efekti f, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab 
memperhatikan dengan azas keadi Ian, kepatutan dan manfaatnya bagi 
masyarakat. 

(2) Secara tertib sebagaimanad dimaksud pada ayat (I) adalah bahwa keuangan 
daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat gunanya yang didukung dengan 
bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; 

c. Peraturan Walikota Nomo r 39 Tahun 2009 tanggal 25 November 2009 tentang 
Penetapan Standarisasi Harga Tahun 20 IO pada Romawi VI perihal Indeks Satuan 
Tertinggi Per - M2 Bangunan Gedung, Bangunan Rumah Dinas dan Pagar Bangunan 
serta Standar Luas Bangunan/Luas Tanah Rumah Dinas/Rumah Jabatan, angka 6.5. 
diatur Standar Luas Bangunan/Luas Tanah Rumah Dinas/Rumah Jabatan untuk: 

(I) Rurnah Jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal luas bangunan 300 
M2 dan luas tanah 750 M2; 

(2) Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal luas bangunan 250 
M2 dan luas tanah 500 M 2

; 

Hal tersebut mcngakibatkan Pemba)aran tunjangan perumahan bu lan Oktober, 
November dan Desember membebani keuangan daerah sebesar Rp65.39 l.875,00 
(Rp2 I .500. I 87,50 + Rp2 I .500. l 87,50 + Rp22 .39 I .500,00) 

Hal ini disebabkan Tim Anggaran dalam menghitung dan menetapkan besaran 
tunjangan perumahan tidak memperhatikan standarisasi. 

Atas pennasalahan tersebut Sekretaris Dewan Perwaki Ian Rakyat Daerah Kota 

Magelang belum sependapat. 1-.arena penimbangan J>emt:rintah Kota dalam memberikan 
tunjangan perumahan tetap menggunah.an uh.uran luas tali.iii J ,, 11 li..,ngunan scbagai fas ilitas 

/,7 
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;ang ditempati oleh Kcrua DPRD yan~ t~nuang <li.Jlam Pernturan Wal ikorn :vfagelang Nomor 
33 Tahun 20 10. Dengan demikian rntuk r2~a h.~.1Jila.i1 uan kepatutan maka unruk memberih.an 
tunjangan perumahan bagi wakil ketua uan anf_gota DPRD berdasarkan ppada Peraturan 

Walikota Magelang Nomor 33 Tahun 20 I 0. 

BPK R1 menyarankan kepada Walikota Magelang agar: 

a. Melakukan sinkronisasi antara standar harga yang ditetapkan oleh Walikota dan 

peraturan tentang tunjangan perumahan; 

b. Memerintahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang rnelakukan penyusunan 
Perhitungan Harga Sewa Rumah Dinas Ketua DPRD agar mernperhatikan standar yang 

telah ditetapkan Walikota. /2 
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3. Pembtna n f unj:.rngan l'erumahan pat.l a DP RD Kot:. .\lagelang Tidak Sesuai 

S1andari<;a.~i Harga Tahun 20i0 

Pemerintah Kota Magelang pada fahun Anggaran 20 IO menganggarkan tunjangan 

perumahan pada Pos DPRD sebesar Rp 1.596.000.000,00 yang tel ah direalisasikan sebesar 

Rp 1.098.200.000,00 atau 60,80% dari anggaran. 

Has ii Pcmeriksaan atas Surat Pertanggungjawaban (S P J) 

Perumahan , menunjukkan bahwa pengeluaran tunjangan perumahan 

Anggota dan Pimpinan DPRD (tidak termasuk Ketua DPRD). 

Belanja Tunjangan 

diberikan kepada 24 

Lebih lanjut diketahui berdasarkan Peraturan \Valikota Magelang Nomor 49 Tahun 

2009 tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Magelang Masa 

• Bhakti 2009-2014 Tahun Anggaran 20 I 0, tunjangan perumahan tel ah dibayarkan sebesar 
Rp4.000.000,00 unruk Wak il Ketua dan sebesar Rp3.500.000,00 untuk Anggota DPRD dalam 

bu Ian bu Ian Januari - September 20 I 0 . 

....._ Sedangkan untuk bu Ian Oktober - Desernber 20 I 0, berdasarkan Peraturan Walikota 
Magelang Nomor 33 Tahun 20 IO tentang Perubahan Peraturan Waliko ta Nomor 49 Tahun 
20 IO tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota DPRD K ota Magelang Masa 
Bhakti 2009-20 14 telah dibayarkan sebesar RpS .200.000,00 untuk Wakil Ketua dan sebesar 

Rp4.700.000,00 untuk anggota DPRD atau sebagaimana terlampir sebagai berikut: 

Tabel 3.1 
Daftar Penerima TunjanganPerumahan DPRD Bulan Oktober-Desember 

o. Na ma Jabatan Oktober November Desember 

(Rp) (Rp) (Ro) 

I HP Wakil Ketua 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 

2 TU, S.Sos Wakil Ketua 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 

3 TDMN, SE.MM. Angimta 4.700.000,00 4. 700.000,00 4.700.000,00 

4 BP Anggota 4. 700.000,00 4. 700.000,00 4. 700.000,00 

5 JP/JMBU An22ota 4. 700.000,00 

6 IS An22ota 4. 700.000,00 4. 700.000,00 4.700.000,00 

7 KA, ST An1rnota 4. 700.000,00 4. 700.000,00 4. 700.000,00 

8 ES,SS Anggota 4. 700.000,00 4. 700.000,00 4. 700.000,00 

9 APS, S.Sos. An2POla 4.700.000,00 4. 700.000,00 4.700.000,00 

10 Ors. ES, Msi Anggota 4. 700.000,00 4. 700.000,00 4. 700.000,00 

11 HR AOQPOla 4.700.000,00 4.700.000,00 4. 700.000,00 

12 \Vly Anggota 4.700.000,00 4. 700.000,00 4.700.000,00 

13 YI, SH AJJggota 4. 700.000,00 4. 700.000,00 4.700.000,00 

' i -1 Drs. H.\L .-'.i, BA ; An211.ota 4.7Uv.0w.00 
1 

~.i00.0W,00 
1 

4. i G-J.GC-: ,00 

15 Sdi AnggoLa -1.700.000,00 4.700.000,00 4. 700.000,00 

16 SP, SH Ane.e.oLa 4.700.000,00 4. 700.000,00 4. 700.000,00 

17 SD Anggota 4.700.000,00 4.700.000,00 4. 700.000,00 

18 H. Sfd, SE AJJggota 4.700.000,00 4.700.000,00 4. 700.000,00 

19 ACP, Amd AJJggota 4.700.000,00 4.700.000,00 4. 700.000,00 

20 AM, SPd. Anggota 4.700.000,00 4. 700.000,00 4.700.000,00 

21 H H. ST An2201a 4.700.000,00 4. 700.000.00 4.700 000.00 
.., .., 

_.\\I. i :\nggota 4.700.000.00 i 4:;00 000.00 j 4 700.000.0<J , --
' ' ' ; Sr-L o~c I 

4. 700.000.00 4. i 00.000,00 i -l . 700 ()(() _(>() I 
' 

; .-\.n22o ta 
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24 JS An ota 4. 700.000.00 ---Jumlah I 09. l !J0.00U.00 

Sumber Data: SPJ Sekretallat DPRD 

4 700.000.00 

I 09. 100.000,00 
4.700.000,~~ 

113.800.000.00 

Berdasarkan Penetapan Standarisasi Harga Tahun 20 IO yang diterbitkan Pemerintah 

Kota Magelang pada Romawi VI perihal Indeks Satuan Tertinggi Per - M2 Bangunan Gedung, 

Bangunan Rumah Dinas dan Pagar Bangunan serta Standar Luas Bangunan/Luas Tanah Rumah 

Dinas/Rumah Jabatan, angka 6.5 . diatur Standar Luas Bangunan/Luas Tanah Rumah 
Dinas/Rumah Jabatan untuk: 

I). Rumah Jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal luas bangunan 300 M2 dan 

luas tanah 750 M2
; 

2) Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal luas bangunan 250 M2 dan 

luas tanah 500 M2
; 

Dengan demikian sesuai rumus yang digunakan dalam Berita Acara penetapan 
perhitungan harga sewa rumah dinas ketua DPRD Kota Magelang Nomor 012/243.a/132/2009 
maka akan diperoleh besaran biaya sewa sebagai berikut: 
I) Standar Ru mah Ketua DPRD (Lb=300 M2 dan Lt= 750 M2

) 

a. Sewa Rumah = 2,75% (Lb x Hs x Ns) x Fkb 

= 2,75% (300 X Rpl.000.000,00 X 60%) X 60% 
= Rp2.970.000,00 

Sewa I Tahun = 12 x Rp2.970.000,00 = Rp35.640.000,00 
b. Sewa Kelebihan Tanah = 2% x (Lt x Harga Tanah) 

= 2% x ( 450 M2 x Rp 1.000.000,00) 
= Rp9.000.000,00; 

c. Sewa Perabot Rumah = Variabel yang digunakan nilai dianggap sama 

= 2,75% x 60% x Rp64.500.000,00 
= Rp 1.064.250,00; 

Total sewa I tahun = Rp35.640.000,00 + Rp9.000.000,00 + Rp 1.064.250.00 
= Rp45 .704.250,00 

Sewa per bulan = Rp3.808.687,SO. 

2) Standar Rurnah Wakil Ketua DPRD (Lb=250 M2 dan Lt= 500 M2
) 

a. Sewa Rumah = 2, 75% (Lb x Hs x Ns) x Fkb 

= 2,75% (250 x Rp 1.000.000,00 x 60%) x 60% 
= Rp2.475 .000,00 

Sewa I T ahun = 12 x Rp2.475.000,00 = Rp29.700.000,00 
b. Sewa Kelebihan Tanah = 2% x (Lt x Harga Tanah) 

= 2% x (250 M2 x Rp 1.000.000,00) 
= Rp5 .000.000,00; 

c. Sewa Perabot Rumah = Variabel yang digunakan nilai dianggap sama 

= 2,75% x 60% x Rp64.500.000,00 
= Rp 1.064.250,00; 

Total sewa I tahun = Rp29.700.000,00 + RpS.000.000,00 + Rpl .064.250,00 

= Rp35.764.250,00 
Sewa per bu Ian = Rp2.980.354,17 

Dengan dernikian sewa rurnah dinas untuk Ketua DPRD per bu lan scbesar 
Rp3.808.687,50 dan Wakil Ketua sebesar Rp2.980.354, 17. 

Jika tunjangan perumahan dibayarkan secara maksirnal sesuai deng3n bc,aran 

standar rurnah rnaksirnal untuk \Vak il Ketua OPRD hany a sebe:;ar Rp3 808 687.5 rna ka 

akan terjad i kelebihan sebesar Rp 1.391.312,50 ( Rp5.200.000,00 - RpJ .808.687,50) '// 
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sedangkan Anggota DPRD terjadi kelcbihan sebesar Rp89 I .312.50 ( Rp4. 700.000.00 

RpJ.808 .687,50) a tau sebagaimana tcrlampir. 

Ko ndis i tersebut tidak sesuai dengan : 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 pcrubahan Peratura n Pemerintah Nomor 

24 Tahun 2004 pasal 20 ayat : 

( I) dalam ha! Pcmerintah Daerah belum dapat menyed iaka n rumah jabatan pimpinan 

dan rumah dinas Anggota DPRD, kcpada yang bersangkutan diberikan tunjangan 

perumahan; 

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) yang diberikan 

dalam bentuk uang dan dibayarkan setia p bu~an terhitung mu lai tanggal 

pengucapan sumpah/janji; 

(3) Pember ian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus 

memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga 

setempat yang berlaku; 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengena i besamya tunjangan perumahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Ke pala Daerah. 

b . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 dinyatakan pada ayat: 

(I) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat terhadap peraturan perundang­

undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab 

memperhatikan dengan azas kead ilan, kepatutan dan manfaatnya bagi 

masyarakat. 

(2) Secara tertib sebagaimanad dimaksud pada ayat (I) adalah bahwa keuangan 

daerah dikelo la secara tepat waktu dan tepat gunanya yang didukung dengan 

bukti-bukti administras i yang dapat dipertanggungjawabka n; 

c. Peraturan Walikota N o mor 39 Tahun 2009 tanggal 25 November 2009 tentang 

Penetapan Standarisasi Harga Tahun 20 IO pada Romawi V J perihal Indeks Saluan 

T ertinggi Per - M 2 Bangunan Gedung, Bangunan Rumah Dinas da n Pagar Bangunan 

serta Standar Luas Bangunan/Luas Tanah Rumah Dinas/Rumah Jabatan, angka 6.5. 

diatur Standar Luas Bangunan/Luas Tanah Rumah Dinas/Rumah Jabatan untuk: 

( I) Ru mah Jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maks imal luas bangunan 300 

M 2 dan luas tanah 750 M 2; 

(2) Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD dengan ukuran rnaksimal luas bangunan 250 

M 2 dan luas tanah 500 M2; 

Ha l tersebut mengakibatkan Pembayaran tunjangan pcrumahan bulan O kwbcr, 

November dan Desember mcmbebani keuangan daerah sebesar Rp65.39 I .875,00 

(Rp2 l.500. I 87,50 + Rp2 l.500. l 87,50+ Rp22 .39 1.500,00) 

Hal ini disebabkan Tim Anggaran dalam menghitung dan menetapkan besaran 

tunjangan perumahan tidak memperhatikan standarisas i. 

Atas permasalahan tersebut Sekretaris Dewan Per.vakilan Rak:va1 Daerah Kota 

Magelang belum sependapat, karena pertimbangan Pcmcrin1ah Kuta Ja lJm mem~rikan 

tunjangan perumahan tetap menggunakan ukuran luas tanah dan bangunan sebagai fasili tas,...-? 
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yang d1tempati oleh Kcrua DPRD ) ang H.:nuang. dalam Peraturan Walikota :vlagelang Nomor 

33 Tahun 20 I 0. Dengan demikian untuk rasJ kcadilan dan kcpatutan maka untuk memberikan 

tunjangan perumahan bagi wakil ketua dan anggota DPRD berdasarkan ppada Peraturan 

Walikota Magelang Nomor 33 Tahun 20 I 0 . 

BPK Rl menyarankan kepada Walikota Magelang agar: 

a. Melakukan sinkronisasi antara standar harga yang ditetapkan o leh Walikota dan 

peraturan tentang tunjangan perumahan; 

b. Memerintahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang melakukan penyusunan 

Perhitungan Harga Sewa Rumah Dinas Ketua DPRD agar memperhatikan standar yang 

telah ditetapkan Walikota. /2' 
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